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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Segala puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat
Allah SWT, Laporan Implementasi Pengarusutamaan
Gender (PUG) KPPN Madiun Tahun 2023 dapat
disusun dan diselesaikan dengan baik

Tujuan umum pelaksanaan PUG Kementerian
Keuangan adalah memastikan seluruh kebijakan,
program dan kegiatan berlaku adil gender dan setara
dalam mendapatkan kesempatan bagi perempuan
dan laki-laki. Sedangkan tujuan khususnya adalah
memastikan bahwa seluruh jajaran Kementerian
Keuangan memahami konsep, prinsip, dan strategi
PUG dalam penyelenggaraan pembangunan yang
menjadi tugas, fungsi dan kewenangan Kementerian
Keuangan, serta memastikan pengarusutamaan
gender terlembaga, lestari dan berkualitas dalam
penyelenggarannya.

Sejalan dengan hal tersebut, KPPN Madiun sebagai
unit instansi vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berada di bawah Kantor
Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur,
berkewajiban menjalankan amanat regulasi dalam
mengimplementasikan tujuh prasyarat PUG terkait
pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkesetaraan dan
berkeadilan gender. Pelaksanaan PUG tidak hanya
sebatas penyediaan sarana dan prasarana dan
pelayanan, namun juga di tingkat kebijakan dan
implementasi yang berdampak langsung dan tidak
langsung kepada masyarakat dan kesejahteraan
masyarakat baik laki-laki, perempuan, maupun
kelompok rentan. 

Kepala KPPN Madiun,
Joko Maryono

Semoga dengan layanan yang responsif gender, KPPN
Madiun dapat mewujudkan kantor pelayanan publik
yang berstandar dunia dan layanan responsif gender.
Selamat berkarya, tetap semangat dan salam
kesetaraan gender!

Kata Pengantar
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 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.01/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2020-
2024;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK02/2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan
Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018, tentang Pedoman Implementasi PUG di Lingkungan
Kementerian Keuangan;
Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional Nomor 270/M.PPN/11/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4379A/SJ, dan
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor SE-46/MPP-PA/11/2012 tentang
Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran
yang Responsif Gender (PPRG);
Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-116/PB/2017 Tentang Implementasi
Pengarusutamaan Gender Di Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: S-4178/PB/2018 tanggal 6 Juni 2018 hal Standar
Operasional Prosedur (SOP) Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Lingkup DJPb.
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DASAR HUKUM

Pengarusutamaan Gender di KPPN Madiun
Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di KPPN Madiun adalah dalam rangka upaya
melaksanakan amanat regulasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi yang berkesetaraan dan berkeadilan
gender, sehingga diharapkan pegawai KPPN Madiun nantinya mampu memberikan layanan terbaik
dalam akses, kesempatan dan manfaat atas kebijakan kepada mitra kerja dan pemangku kepentingan
tanpa terkendala oleh kondisi kodratnya.
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Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender
Stereotype gender, misalnya petugas front perempuan, karena luwes dan lebih teliti.
Subordinasi gender, misal dalam kasus penugasan luar kota dan kesempatan sekolah, jika
perempuan harus ijin suami, sedangkan jika suami yang ditugaskan ke luar kota atau sekolah tidak
perlu ijin istri terlebih dahulu, karena kesempatan sekolah dan karir lebih utama laki-laki selaku
pencari nafkah utama (kepala keluarga).
Beban ganda, yaitu mengurus rumah tangga dan keluarga seolah-olah tanggung jawab perempuan,
sehingga perempuan terbatas waktu dalam menjalankan tugas kantor di luar jam kerja (lembur);
Sarana dan prasarana layanan belum optimal dalam mengakomodir responsif gender, misal untuk
pegawai yang sakit, perempuan yang hamil atau menyusui belum tersedia sarana memenuhi
kebutuhannya.

1.
2.

3.
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pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan perundang-undangan;
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas negara atas nama Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara; 
pengelolaan rencana penarikan dana; dan
penyusunan laporan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara.

melakukan pengelolaan organisasi, sumber daya manusia, kinerja, dan keuangan;
melakukan penyelesaian pengesahan Surat Perintah Membayar (SPM);
melakukan pengelolaan data kontrak dan data supplier;
melakukan monitoring pagu dan realisasi anggaran satuan kerja;
melakukan penerbitan SP2D, SP2B BLU, SPHL, dan SP3HL;
melakukan reviu laporan pertanggungjawaban bendahara;
melakukan layanan pengguna (customer service);
melakukan pembinaan/sosialisasi/edukasi satuan kerja;
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran; dan 
melakukan monitoring, bimbingan, dan konsultasi penyaluran Transfer ke Daerah.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.05/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan , KPPN Madiun sebagai KPPN Tipe A1 memiliki tugas antara lain
melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN) serta menatausahakan
pengeluaran anggaran dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Guna melaksanakan tugas tersebut, KPPN Madiun menjalankan fungsi antara lain

Seiring dengan upaya peningkatan peran instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan dalam mendukung
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di daerah, dilakukan penajaman tugas dan fungsi KPPN melalui
Shadow Organization. Dalam Shadow Organization sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor
KEP-3/PB/2023 tanggal 4 Januari 2023 tentang Pembentukan Shadow Organization pada Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara, KPPN perlu menguatkan fungsi dan perannya sebagai Treasurer, Regional Chief
Economist, dan Financial Advisor.

Tugas-tugas yang dijalankan KPPN Madiun sebagai Treasurer, Regional Chief Economist, dan Financial Advisor
antara lain adalah sebagai berikut:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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TUGAS DAN FUNGSI

 Tujuh Prasyarat Pengarusutamaan Gender 
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Komitmen Pimpinan
Kebijakan yang Responsif Gender 
Kelembagaan PUG Tim/Kelompok Kerja
Sumber Daya Manusia dan Anggaran
Data Terpilah
Alat Analisis Gender
Partisipasi Masyarakat

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Prasyarat Implementasi PUG

a. Komitmen Pimpinan

Kepala KPPN telah membentuk Tim Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) Pada Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun Tahun 2023 sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KPPN
Madiun Nomor KEP-1/KPN.1607/2023 tanggal 2 Januari 2023;
Kepala KPPN telah menyusun Surat Keputusan Tim Media Sosial KPPN Madiun 2023 Nomor KEP-
17/KPN.1607/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukan Tim Pengelola Website Dan Media
Sosial Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun Tahun 2023. Adanya pembagian peran
dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab secara merata kepada pegawai Perempuan dan
pegawai laki-laki di dalam tim tersebut. 

Penandatanganan deklarasi/maklumat implementasi PUG: KPPN Madiun secara terus menerus
mengimplementasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, ini
ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama impelementasi PUG Tahun 2023 oleh seluruh
pegawai pada Kamis (22/02). Kegiatan ini diikuti oleh Keala KPPN Madiun, Duta PUG KPPN Madiun,
dan seluruh pegawai KPPN Madiu. Diharapkan seluruh pegawai senantiasa terus berpartisipasi aktif
dalam mengimplementasikan PUG dan menyebarluaskan nilai-nilai nilai-nilai strategis PUG

Kegiatan Lainnya: Pada hari Rabu, 30 Agustus 2023 bertempat di ruang Aula KPPN Madiun,
dilaksanakan penandatanganan piagam komitmen bersama pencegahan dan dukungan penanganan
pelecehan seksual di lingkungan kerja KPPN Madiun, dalam rangka meningkatkan keadilan dan
kesetaraan gender. Penandatanganan ini dilakukan sesuai amanat Surat Edaran Menteri Keuangan
Nomor 36/MK.2/2020 Seluruh pegawai KPPN Madiun senantiasa menjaga dan tidak memberi
kesempatan terjadinya kekerasan/pelecehan seksual di lingkungan kerja.

Komitmen pimpinan selama periode tahun 2023 yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:
Wujud Komitmen Pimpinan dalam Bentuk Dokumen Resmi

(Dokumen pendukung telah diunggah ke alamat https://sipegiku.kemenkeu.go.id/#/prasyarat)

Wujud Komitmen Pimpinan dalam Bentuk Kegiatan

Dokumen pendukung telah diunggah ke alamat https://sipegiku.kemenkeu.go.id/#/prasyarat)

(Dokumen pendukung telah diunggah ke alamat https://sipegiku.kemenkeu.go.id/#/prasyarat)
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Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi PUG di
Lingkungan Kementerian Keuangan;
Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-116/PB/2017 Tentang Implementasi
Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 

Kebijakan Responsif Gender sesuai bidang tugas, fungsi, dan kewenangan
Adanya aturan mengenai pelaksanaan kegiatan PUG di Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan seperti:

(Dokumen pendukung telah diunggah ke alamat https://sipegiku.kemenkeu.go.id/#/prasyarat)

Ruang Laktasi Anak

Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:
Sarana dan Prasarana KPPN Madiun yang responsif gender telah dilengkapi:

LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
b. Kebijakan yang Responsif Gender
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Ruang Bermain Anak
Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:

LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
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Toilet terpisah laki-laki dan perempuan
Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:

LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
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Toilet terpisah laki-laki dan perempuan
Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:

LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
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Toilet bagi penyandang disabilitas
Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:

LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG



11

Ruang tunggu dan loket layanan prioritas
Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:

LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
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Parkir prioritas
Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:

LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
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Ram akses masuk bangunan/gedung bagi penyandang disabilitas
Kebijakan penyediaan sarana dan prasarana-Sarana dan prasarana yang responsif gender:

LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
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LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
c. Kelembagaan PUG Tim/Kelompok Kerja

Kelembagaan Pengarusutamaan Gender KPPN Madiun Tahun 2023 dan Rencana Program Kerja Tim
Implementasi Pengarusutamaan Gender Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Madiun Tahun 2023 telah
dibentuk dan disusun sesuai dengan Surat Keputusan Kepala KPPN Madiun Nomor KEP-1/KPN.1607/2023
tanggal 2 Januari 2023. 
(Dokumen pendukung telah diunggah ke alamat https://sipegiku.kemenkeu.go.id/#/prasyarat)
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LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
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LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
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LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
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Prasyarat Implementasi PUG
d. Sumber Daya Manusia dan Anggaran

Untuk menjalankan tugas dan fungsi, KPPN Madiun didukung oleh 23 pegawai yang terdiri atas 1 pejabat
administrator (Kepala Kantor), 5 pejabat pengawas,  4 pejabat fungsional (1 fungsional Pranata
Keuangan APBN dan 3 fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara), dan 13 pelaksana umum.
Berdasarkan generasinya, sebanyak 16 pegawai (70 persen) adalah Generasi X (kelahiran 1965-1979) dan
7 pegawai (30 persen) adalah Generasi Y (kelahiran 1980-1994).

12 orang;
52%

Grafis Statistik Pegawai KPPN Madiun Berdasarkan Jenis Kelamin dan Pendidikan Terakhir
Sumber data: PBN Open, status data tanggal 30 September 2023

11 orang;
48%

Alokasi dana DIPA KPPN Madiun TA 2023  yang dibutuhkan pada Output Layanan Perkantoran sebesar
Rp65.661.000,- dengan rincian Rp23.750.000,- untuk keperluan rehab kamar mandi tamu di bagian pos
satpam dan Rp41.911.000,- untuk keperluan rehab kamar mandi pegawai.

Data SDM dan Anggaran Responsif Gender KPPN Madiun telah direkam
pada alamat https://sipegiku.kemenkeu.go.id/#/prasyarat)
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Prasyarat Implementasi PUG
e. Data Terpilah

KPPN Madiun telah menyusun data terpilah internal pada tahun 2023 dan telah unggah pada website KPPN
madiun pada alamat  https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/madiun/id/pug/2023/data-terpilah-2023.html

Kepala Subbagian Umum dan Duta PUG KPPN Madiun telah mengikuti kegiatan E-Learning Perencanaan
dan Penganggaran Responsif Gender Tahun 2023 dari tanggal 4 s.d. 10 Oktober 22023 secara daring melalui
Kemenkeu Learning Center (KLC2) sesuai Surat Tugas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa
Timur Nomor ST-546/WPB.16/2023 tanggal 20 September 2023.
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LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
e. Data Terpilah

Duta PUG KPPN Madiun telah menyampaikan penjelasan data terpilah KPPN Madiun tahun 2023 kepada
seluruh pegawai KPPN Madiun kepada seluruh pegawai pada kegiatan Gugus Kendali Mutu padan tanggal
15 Maret 2023 sesuai Nota Dinas Kepala KPPN Madiun Nomor ND-161/KPN.1607/2023 tanggal 28 Februari
2023
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LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
e. Data Terpilah

Duta PUG KPPN Madiun telah menyampaikan penjelasan data terpilah KPPN Madiun tahun 2023 kepada
seluruh pegawai KPPN Madiun kepada seluruh pegawai pada kegiatan Gugus Kendali Mutu pada tanggal 15
Maret 2023 sesuai Nota Dinas Kepala KPPN Madiun Nomor ND-161/KPN.1607/2023 tanggal 28 Februari 2023.
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LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
e. Data Terpilah



23

LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
e. Alat Analisis Gender

KPPN Madiun telah menyusun analisi gender tahun 2023 dengan total anggaran responsif gender (ARG)
sebesar Rp65.661.000  untuk pemeliharaan kamar mandi laki-laki dan perempuan untuk tamu dan pegawai
KPPN Madiun

Sebelum pemeliharaan:

Sesudah pemeliharaan:
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LAPORAN PUG KPPN MADIUN TAHUN 2023

Prasyarat Implementasi PUG
e. Partisipasi Masyarakat

Kepala KPPN Madiun, Duta PUG KPPN Madiun dan tim Treasury Goes To School KPPN Madiun berkesempatan
untuk berkunjung dan menyapa para pelajar di SMK Negeri 2 Kota Madiun pada hari Jumat, 1 September 2023.
Mengusung tema APBN yaitu "Muda Berintegritas, Pahami APBN Membangun Negeri", para pelajar selain
memperoleh materi terkait APBN dan pengarusutamaan gender, island of integrity, juga mendapat informasi
terkait informasi pembangunan yang dibiayai dari APBN.  Dengan prinsip No One Left Behind, sesuai dengan
tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) diharapkan para pelajar dapat mengetahui manfaat APBN untuk
pelindungan sosial, pendidikan, dan penghidupan yang layak. 
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Kesimpulan dan Rencana Kedepan

a. Kesimpulan
KPPN Madiun menempati gedung yang terletak di Jalan Salak Nomor 52, Taman Kota Madiun dengan
sarana dan prasarana yang didesain ramah terhadap Pengarusutamaan Gender dan Laki-Laki Ramah
Perempuan Berkarir. KPPN Madiun juga telah mengimplementasikan PUG dalam hal pelayanan kepada
mitra kerja dan pelayanan internal. 

b. Rencana Kedepan
Untuk tahun 2024, rencana kegiatan PUG di KPPN Madiun diantara peningkatan sarpras yang ada saat ini,
sinergi dengan instansi vertikal Kementerian Keuangan yang ada di Kota Madiun terkait implementasi PUG
dan penyusunan data terpilah/statistik gender.



LAMPIRAN



KERANGKA ACUAN KERJA/TERM OF REFERENCE 

KELUARAN (OUTPUT) TA 2023 

  

Kementerian/Lembaga : Kementerian Keuangan Republik Indonesia 
Unit Eselon I/II : Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kanwil DJPb Provinsi 

Jawa Timur 
Program  : Program Dukungan Manajemen 
Sasaran Program : - 
Indikator Kinerja Program : - 
Kegiatan : Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum 
Sasaran Kegiatan : - 
Indikator Kinerja Kegiatan : - 
Klasifikasi Rincian Ouput : Layanan Dukungan Manajemen Internal 
Indkator KRO (optional) : - 
Rincian Output : Layanan Perkantoran 
Indikator RO : - 
Volume RO : 12 
Satuan RO : Layanan 

 

A. Latar Belakang 

1. Dasar Hukum 

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 mempunyai tugas melaksanakan kewenangan 

perbendaharaan dan Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas 

beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui 

dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun fungsinya 

antara lain: a. pengujian terhadap surat perintah pembayaran berdasarkan peraturan 

perundang-undangan; b. penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari kas 

negara atas nama Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN); c. 

penyaluran pembiayaan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); 

dan pelaksanaan fasilitasi Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Daerah. 

  

2. Gambaran Umum 

Analisis Situasi Ketimpangan Gender 

Saat ini kondisi kamar mandi untuk pegawai dan mitra kerja KPPN Madiun telah terpisah, 

tetapi akses untuk jalan masuk ke pintu kamar mandi tersebut masih menyatu, sehingga 

perlu untuk dilakukan penataan akses jalan pintu masuk-keluar kamar mandi laki-laki dan 

perempuan tersebut. 

 

Rencana Aksi dari Gender Action Budget 

- Memeriksa kondisi kamar mandi; 

- Membuat rencana pemeiliharaan kamar mandi tersebut; 

- Kepala kantor bersama dengan pejabat pengadaan, pejabat pembuat komitmen, dan 

Duta Pengarusutamaan Gender berdiskusi mengenai rencana rehab kamar mandi 

pegawai dan kamar mandi mitra kerja KPPN Madiun. 

- Membuat perhitungan atas pekerjaan kamar mandi tersebut 

  

Hasil Yang Diharapkan 

Kamar mandi pegawai dan kamar mandi mitra kerja KPPN Madiun dapat berfungsi 

dengan baik dan akses jalan masuk-keluar kamar mandi tersebut terpisah antara laki-laki 

dan perempuan 

B. Penerima Manfaat 



Para pegawai dan mitra kerja KPPN Madiun 

 

C. Strategi Pencapaian Keluaran 

1. Metode Pelaksanaan 

Metode yang digunakan untuk pemeliharaan kamar mandi tersebut yaitu dengan 

pengadaan langsung. 

 

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan 

Pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan selama bulan Maret 2023. 

 

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran 

Kegiatan Maret 
Minggu I 

Maret 
Minggu II 

Maret 
Minggu III 

Maret 
Minggu IV 

Pembongkaran kamar mandi 
pegawai Laki-laki dan 
Perempuan 

v    

Pekerjaan pembuatan 
dinding pemisah pembuatan 
pondasi jalan ke kamar 
mandi 

 v   

Penggantian kloset dan 
penambahan tempat cuci 
tangan 

  v  

Pengecatan   v  

Pembersihan material    v 

 

E. Biaya Yang Diperlukan 

Pekerjaan pemeliharaan kamar mandi untuk para pegawai dan para mitra kerja diperkirakan 

akan memelukan biaya sebesar Rp65.661.000. 
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